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' Rencana Strategis DPR RI 2015-2019 

Uraian di atas memperlihatkan bahwa terkait dengan 

fungsi legislasi dan terkait dengan pengawasan, DPR RI telah 

ditempatkan sesuai dengan yang dikehendaki oleh konstitusi. Akan 

tetapi, di bidang anggaran masih ada pembatasan karena dalam 

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentarig Keuangan Negara, khususnya 

Penjelasan Pasal 15 ayat (3) disebutkan bahwa "Perubahan RUU 

APBN dapat diusulkan oleh DPR sepanjang tidak mengakibatkan 

peningkatan defisit anggaran." Hal itu menunjukkan peran DPR 

RI dalam penetapan APBN menjadi tereduksi, terutama peran dari 

politik anggaran DPR RI. 

2. Kelembagaan

Secara kelembagaan DPR RI memiliki karakteristik sebagai

berikut.

1. DPR RI terdiri atas anggota partai politik yang dipilih

melalui pemilu. Dengan demikian, kedudukannya kuat karena

dipilih oleh rakyat secara langsung dan merepresentasikan

rakyat.

2. DPR RI merupakan lembaga perwakilan rakyat yang

berkedudukan sebagai lembaga negara. Sebagai lembaga

negara DPR RI memiliki kedudukan setara dengan kelembagaan

Presiden.

3. Anggota DPR RI berjumlah 560 orang. Dengan jumlah sebesar

itu DPR RI memiliki kapasitas untuk menjalankan semua

fungsi, tugas, dan kewenangan.

4. DPR RI memiliki alat kelengkapan dewan (AKD) yang terdiri

atas komisi dan badan. Dengan keragaman AKD, DPR RI dapat

mendelegasikan fungsi, tugas, dan kewenangannya kepada
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secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan 

dalam kurun waktu 2015-2019 yang mengandung koordinasi 

dan identifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip 

pelaksanaan gagasan secara rasional dan efisien dalam pendanaan 

serta memiliki sasaran strategis agar pencapaian sasaran dan 

tujuan menjadi efektif. Untuk itu, dalam Renstra DPR RI 2015-

2019 ditetapkan enam strategi utama, yaitu sebagai berikut. 

A. Peningkatkan Kualitas Produk-Produk DPR RI

Proses akhir dari penyelenggaraan fungsi legislasi, 

anggaran, dan pengawasan adalah terbentuknya produk legislasi 

yaitu UU, APBN, dan produk pengawasan. Namun, produk

produk tersebut pada kurun waktu 2015-2019 harus ditingkatkan 

kualitasnya. 

Pelaksanaan fungsi bidang legislasi harus dilandasi oleh 

perspektif pembangunan hukum, yaitu memberikan gambaran 

objektif tentang kondisi umum di bidang pembentukan undang

undang; menyusun skala prioritas penyusunan RUU sebagai 

program yang berkesinambungan dan terpadu sehingga dapat 

menjadi pedoman bagi lembaga yang berwenang membentuk 

undang-undang; mewujudkan sinergi antar lembaga dalam 

pembentukan undang-undang; dan mencegah tumpang tindih 

peraturan perundang-undangan. 

Pada fungsi anggaran, anggaran yang disusun harus 

dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Selama ini anggaran 

belanja lebih banyak digunakan untuk biaya pegawai, biaya rutin, 

dan pembayaran utang luar negeri. Akibatnya, untuk kepentingan 

ekonomi, yaitu menciptakan lapangan kerja, masih jauh dari 
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DPR RI Periode 2009-2014. Sasaran strategis prioritas lainnya 

adalah pengadaan tenaga ahli dan staf administrasi sebagaimana 

diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 01 Tahun 2014 tentang 

Tata Tertib, Pasal 302 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (5), yaitu setiap 

anggota DPR RI didampingi oleh 5 orang tenaga ahli dan 2 orang 

staf administrasi serta pengangkatan tenaga ahli pada setiap AKD 

sekurang-kurangnya 10 orang dan Peraturan DPR RI Nomor 03 

Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi 

DPR RI. 

C. Meningkatkan Dukungan Administrasi dan Teknis terhadap

Pelaksanaan Fungsi dan Togas DPR RI

Setjen DPR RI merupakan organisasi pendukung DPR RI, 

tetapi Setjen DPR RI juga merupakan organisasi pemerintah. Oleh 

karena itu, Pegawai Setjen DPR RI berkedudukan sebagai PNS. 

Dengan demikian, secara administratif Setjen DPR RI bertanggung 

jawab kepada Presiden, tetapi secara operasional bertanggung 

jawab kepada DPR RI. 

Sebagai bagian dari organisasi birokrasi, Setjen DPR RI 

hams mengikuti agenda reformasi birokrasi. Proses reformasi 

birokrasi yang telah dan akan terns dilaksanakan Setjen DPR RI 

mengacu pada berbagai agenda reformasi birokasi nasional dan 

diperkuat dengan arah penguatan kelembagaan DPR RI, yaitu 

dengan mengembangkan konsep manajemen keparlemenan. 

Secara umum tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 

reformasi birokrasi dan pengembangan manajemen keparlemenan 

oleh Setjen DPR RI adalah menghasilkan organisasi profesional, 

yaitu organisasi yang memiliki produktivitas yang tinggi dan 
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(TI) yang andal. 

Penjabaran lebih lanjut dari strategi meningkatkan 

dukungan administrasi dan teknis terhadap pelaksanaan fungsi dan 

tugas DPR RI ditetapkan dalam sasaran strategis berikut: 

1. pe.Iayanan persidangan Pimpinan dan Bamus yang
pnma;

2. pe.Iayanan persidangan MKD, BURT, dan BKSAP yang
pnma;

3. kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas;

4. penataan organisasi yang andal;

5. pemutakhiran sistem administrasi keanggotaan dan
kepegawaian;

6. pembentukan SDM yang kompeten;

7. pengelolaan anggaran yang optimal;

8. peningkatan pemahaman masyarakat yang objektif terhadap
DPR RI;

9. peningkatan kepuasan DPR RI atas pelayanan Setjen DPR RI;

10. perwujudan tata kelola kehumasan yang kredibel;

11. perwujudan TI dan komunikasi yang terintegrasi;

12. pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien;
dan,

13. penyediaan gedung perkantoran yang representatif.

Aspek akuntabilitas merupakan aspek penting dalam 

pengelolaan keuangan dan kinerja. Penerapan akuntabilitas 

keuangan dapat dilihat dari seberapa jauh praktik tata kelola 

keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. DPR RI selama 

beberapa tahun terakhir ini telah berhasil mendapatkan penilaian 

dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan kriteria wajar 

tanpa pengecualian (WTP). Berdasarkan hal tersebut, perolehan 

kriteria itu harus tetap dipertahankan. 
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kelembagaan menyeluruh, baik pembangunan fisik maupun 

nonfisik yang dituangkan dalam Grand Design Kelembagaan 

DPR RI yang berkesinambungan dengan periode perencanaan ke 

depan. Selanjutnya rumusan strategi dan sasaran strategis yang 

sebelumnya telah ditetapkan perlu diperjelas dengan serangkaian 

arah kebijakan agar sasaran dan tujuan mudah dicapai. 

1. Pembentukan Undang-Undang yang Menjamin Pencapaian

Masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia yang Bermartabat,

Makmur dan Sejahtera, Demokratis, Merata dan Berkeadilan,

Aman dan Damai, Asri dan Lestari, Negara Kepulauan yang

Mandiri, serta Berpengaruh di Dunia Internasional

Arab kebijakan dalam pembentukan undang-undang oleh 

DPR RI untuk periode 2015-2019 adalah pembentukan undang

undang dengan mengacu pada Prolegnas yang didasarkan atas (i) 

perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; (ii) perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

(iii) perintah undang-undang lainnya; (iv) sistem perencanaan

pembangunan nasional; (v) rencana pembangunan jangka panjang 

nasional; (vi) rencana pembangunan jangka menengah rencana 

kerja pemerintah; dan (vii) aspirasi masyarakat. Di samping itu, 

perlu didukung dengan optimalisasi peran Komisi, Baleg, Pansus, 

dan anggota DPR RI serta mengefektifkan pelaksanaan fungsi 

legislasi melalui perbaikan tata kelola pembentukan undang

undang. 
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